W " -‘F

L A

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANS! PEMERINTAH
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2002




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmaao dan Ridavan-iNva sehinooa penyusunan Laporan Akuntabilitas
Hinerja Instansi Fementah (LAKIP) Tahun Anggaran 2002 unit kerja
Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten |.amongan dapat diselesaikan

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2002 ini
disusun sebag! wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
dalam rangka menjalankan tugas dan fungs' Kantor Folisi Pamong
Praja Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan rangkaian
pelaksanaan evaluas) keberhasilan dan  kegpagalan pelaksanaan
kegtalan dalarm mengemban visi, misi dan tujuan organisasi.

Kepada Bapak Bupatli Lamongan, kami menyampaikan terima
kasini yang selinggi-tingainya atas kepercayaan yang telah diberikan
kepada kami untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor Polisl
Fanong MPraa Rabupaten Larmongan

Kepada semua staf Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lamangan, saya menyampaikan penghargaan atas kerfa keras vang
telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang
menjadi agenda Kantor Polisi Pamong Praja, dalam rangka mencapai
visi, mist dain tujuan yang telah ditetapkan.

Disadar sepenuninya bahwa penyusunan LAKIP 2002 ini masih
jauh  dan  sempurna, sehingga masih  diperlukan  ketelitian  dan
kecermatan yang lebin mendaiam  dalarm egkap nilai-nilal yang
berkembang dalam organisast serta aspek-aspek yang helum tercakup
didalarm LAKIP 2002 ini.



Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ocimbingan dari Allah
SWT samoga Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

Mmiainpu Mmelaksanakan tuoas pengabdian dengan sebaik-baiknya

Lamongar, Juli 2002

KEPALAKANTOR PPLIS| PAMONG PRAJA
P "-..l e AT I.‘
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BAB |
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pclist Pamong Praja
Kabupaton Lamoengan bertujuan untuk akhir pembangunan nasional
yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah terwujudnya
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Aparatur Pemenntah
yang merupakan tular;ng punggung keberhasilan pelaksanaan
pemerintah dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat
strategis, cleh karena itu kemampuan aparatur pemernntah harus
ditingkatkan secara terus menerus balk kualitas maupun kuantitasnya.

Kewajiban kepala Daerah menegakkan seluruh Peraluran
Perundang-undangan (termasuk peraturan Dacrah) dan memalthara
ketentraman oan keteriban masyarakat rmerupakan tugas yang cukup
was dan memiiki dampak nasional, sehinggs membutuhkan Polisi
Pamong Praja vang memiliki dampak nasional, kemampuan dan
Keterampilan sebagal aparat keterliban yang handal dan profesional.
Untuk itu diperlukan organisasi (lembaga). yang mantap dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga Folisi Pamong
Praja dapat menjalankan visi dan misinya secara efektf dan efesien
(Perda Nomor 27 Tahun 2002, tentang tugas pokok dan fingsi Kantor
Polisi Pamong Praja).

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemernntah (LAKIP)
Kantor Polisi Pamong Praja Rabupaten Lamondan i merupakan
uraian pertanggungyawaban pelaksanaan ftugas dan fungsi dalam

rangka pencapatan visi dan misi serla penjabarannya, vang mencakup
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aspek keuangan aspek sumberdaya manusia, aspek sarana dan
prasarana, metode kerja, pengendalian managemer dan kebijaksanaan
lain yana mendukung pelaksanaan tugas utama Kantor Polisi Pamong
Praja Kabupaten Larmongan, sekaligus merupakan evaluasi terhadap
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran program
dan kegatan yang telah direncanakan. Dengan demikian akan dapat
diketahui dan ditelaah serta dicarikan solusi terhadap permasalahan-
parmasalahan yang dihadap selama pelaksanaan kegiatan pada tahun
2002, sehingp= dalarn perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan tahun-
tahun benkulnya dapat diaksanakan dengan lebih terencana dan
teraral.
Untuk lebith jelasnya dalam uraian gambaran singkat in kami
lampirkan
- Perda Nomor 27 Tahun 2000, tentang crganisasi dan tata kerja
Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
- SK Bupati Nomar 21 Tahun 2001, tentang kedudukan, tugas dan
fungsi Kantor Pol PP Kabupaten Lamongan.
- SK Bupatt Nomor 02 Tahun 2002, tentang uraian Jabatan, uraian
tugas dan syarat jabatan struktural dan non struktural



BAB il
PERENCANAAN STRATEGIK

A, VISI DAN MiSi
1. Visi
Terdepan dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan
ketertiban umuim seita penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan pelaksanaanya.

Fenjelasan Visi .

Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi cemerintah dibidang
ketentraman dan ketertiban sehingoa tercapal penegakan
peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah melalui
pendekatan sosial (social approach) yang melibatkan parfisipasi

masyarakat yang lebih intens.

2 Misi

a. Memelihara ketentraman dan ketetiban umum serta
peneaaxan Feraturan Daerah  dan Peraturan
pelaksanaannya.

b. Tercapainya sasaran yang rasional dar tugas dan fungsi
yang dijalankan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat
untuk ikut berpartsipas! dalam pembangunan Daerah.

c. Memberdayakan Poisi Pamona Praja dan PPNS menuju

profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas
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Memberaayakan  masyarakat  menujiu  terwujudnya
ketentraman dan ketertiban umum.

Menjaiin kerjasama dengan aparal penegak hukum dan
Instansi terkait serta koordinasi dan kemitraan dengan
Polisi Pameng Praja di Kabupaten/kota dalam memelihara
Perda dan Peraturan pelaksanaannya (Keputusan Kepala

Daerah).

Penjelasan Misi

Untuk mewujudkan misi Kantor Polist Pamong Praja, dilakukan

upaya-upaya vyang pada prinsipnya berlujuan  untuk

memantapkan masyarakat daltam memelihara ketentraman dan

ketertban umum diingkungannya

B TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

a. Terwuudnya ketentraman masyarakat tertib hukum dan
tertib sosial |

b Terwujudnya penegakan peraturan daersh dan peraturan
pelaksanaannya

¢. Terwujudnya Polisi Pamonyg Poraja yang profesional dalam
pelaksanaan tugas

d. Terwujudnya kesadaran masyarakal untuk memeiihara
ketentraman dan keterhiban umum di ingkungannya;

e Terwuudnya kemandirian masyarakat untuk memeiihara

ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
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f Terwujudnya koordinasi yang mantap antara Kantor Polisi
Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam
memehnara ketentraman dan keteriban umum  serta
penegakan Perda dan peraturan pelaksanaanya,

a Terwujudnya koordinasi yang mantap antara Kantor Polisi
Pamong Praja dengan Dinas/instansi lannya dalam
memelhara Tramtib Umum serta penegakan Perda dan
peraturan pelaksanaanya (Keputusan Keoala Daerah)

2. Sasaran

a. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;

b Meningkatkan kemampuan aparat daiam mengantisipasi dan
mendekteks! secara dini berbagai gejolak sosial dan politik
yang dapal mengganggu ketentraman dan ketertiban umum:;

c. Berkurangnya  pelanggaran Perda dan  peraturan
pelaksanaanya (Keputusan Kepala Daerah),

d. Terpenuninya jumiah Pol. PP sesuai dengan kebutuhan
obyektif;

e Terpenuhinya jumiah PPNS sesual dengan kwalifikasi vang
dibutuhkan;

f Menurunya pniaku negatif masyarakat yang dapat merusak
kohesi sosial,

g Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam penanganan
dan  pengendalian aksi unjuk rasa, kerusuan dil, yang

mengganggu masalah ketentraman dan ketertiban umum;



h Tersebarnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk
memelihara ketentraman dan ketartiban,

i Meningkatnya koordinasi perencansan dan pelaksanaan
dengan asparat penegak hukum lainnya dalam memelihara
Tramtib umum serta penegakan Perda dan peraturan
pelaksanaanya,

| Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
dengan PFol PP d Kabupaten/kota dalam pmeliharaan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda
dan peraturan pelaksanaanya;

k. Tersusunnya pedoman dan mekanisme kerjasama dengan
Dinas/Instanst Iain dalam pemeliharaan Trantib umum dan
penegakan FPerda dan peraturan pelaksanaanya,

| Berkurangnya benturan antar Dinas/instans: dalam

implementas: Perda dan peraluran pelaksanaannya

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menjalankan stralegik  kebijakan organisasi agar
berhasil. diperlukan seperangkat analisis yang menjabarkan tentang
konaist intemal maupun eksternal oroanisasi, sehingga dapat
cdiketahui kekuatan dan potensi serta kelemahan can kendala yang
dihadap:. Berikut ini dapat dirinct masing-masing komponen dengan
seliap bidangiya sesuai dengan Keputusan Bupali Lamongan
Nomer 21 Tahun 2001, tentang kedudukan tugas dan fungs! Kantor
FPol PP Kabupaten Lamongan,



Kekuaian (strenth)

a. Bidang Tala Usahs
Melakukan penyiapan bahan  perumusan  kebijaksanaan
keordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
penyusunan program, kepegawaian, perlengkapan, keuangan

dan umum,

b Bidang Pembinaan Umum dan Kesemaptaan
Melakukarn penylapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis
operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan pengembangan kapasitas personil, pengawalan
pejabat negara dan kesemaptaan

¢ Bidang Operasi! dan Pengamanan
Melakukar penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tenis
wperasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan penertiban dan pengamanan masyarakat serta
penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

d Bidana Penyidikan dan Penindakan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis
operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pembserian
bimbingan penyidikan dan penindakan



Dukungan personil Polisi Pamong Praja yaitu ¢

Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satgaspam = 54 personil
Polsi Pamong Praja Kecamatan ... ... ... . =84 personi
Jumlah . e e e = 138 personil
Dukungan Penyidik Pegawai Negeri Sipit (PPNS) sebagai
perangkat justisial, dengan jumlah 20 personil.

Kelemahan (Weakness)

e Belum mempunyar sarana mobilitas untuk pengangkutan barang-
harang smean dan operasioperasi lainnya dalam bentuk
kendaraan truck/pick Up dan peralatan personil Folist Pamong
Praje (pistol gas air mata, alat komunikasi) yang cukup memadai
aalam pelaxsanaan tugas-tugas operasi.

e Belum adanya pendidikan dasar lanjutan bagi Polisi Pamong
Praja. sehingaa tingkat profesionalisme masih kurang

¢ Kurangnya aparat Penyidik Pegawal Neger Sl (PPNS) yang
merupakan alat penyidik justisial di Pemerintah Daerah dan
kebanyakan dari mereka sudah mutasi o Bagian/Kontor/Dinas
lain serta periu diketahui bahwa Polist Pamong Praja Kabupaten
Lamongan hanya memiliki 2 (dua) person!t PPNS sehingga
unluk masa menyatang periu penambahan

Peluang (opportunities)
Menurul dala perusanaan yang ada o wilayah Kabupaten

Lamongan yang ada dalam leading sectar Kantor Polisi Pamong
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Fraja Kabupaten Lamongan Tahun 2001/2002 antara lan.

Penggilingan padi :

ada fjinya ....veeiiin eiveeneenn .. = 879 perusahaan
Tidak ada ifinya . . . ............... oo = 19 perusahaan
Penggergajfan kayu .

ola = 12 1 PR = 71 perusahaan
Tdak ada ijnya = 14 perusahaan
Perusahaan lain:

ada jjinya ........ = 113 perusahaan

Tidak ada ijinya ............ = 40 perusahaan

Jumiah .............. e = 1138 perusahaan

Keterangan perusahaan lain terdin dari
1 Penggilirgan dolomiet
2. Service motor
3 Balal penaobatan
4 Oven tembakau
6 Sarang burung walet
6. Rumah makan, restoran, Hotel
7. Ruinah potong hewan
8. SPBU
8. Usaha keramaian dil.
Dengan adanya kepatuhan masyarakat dalam membina
ketertiban dan ketentraman yané didukung oleh aparat Polisi
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Pamong Fraja yang selalu memberikan pembinaan. ini
merupakan peluang (opportunities) Kantor Polisi Pamong Praja

dalan menjalankan Tupoksinya

Tantangan (treats)

Semakin meningkatnya disertifikasi usaha pada masyarakal
menciptaken beberapa unsur pengusaha semakin terdesak
keberadaanya, sebagal contoh kasus huller Kkeliling ditinjau
keberadaanya memang memudahkan masyarakat untuk
penggllingan padi, tetapi disisi lain pengusaha huller merasa
tersaingi, padahal hulier keliling tidak merenuhi syarat dalam
mempaercleh ijin HO (sebagal salah satu syarat adalah huller
harus memiiiki |arak tertentu dengan lingkunaan pemukiman
penduduk, syarat-syarat keselamatan kerja dan lain-lain). Olch
karena ity keberadaan huller kelling harus ditangani secara dini,
sehingga nantinya  tdak mempersulit Pemerintah  Daerah

dikermnudian hari, karena keberadaan huller keliing dilarang.

Keglatan

Lialam ranoka upaya memasyarakatkan Peraturan Daerah, periu
dilakukan penyuluhan kepada masyarakat pengusaha, sehingga
mampu meningkatkan kesadaran pengussha dalam memenuhi
berbaga: kewajiban. Cengan penyuivhan resyarakal pengusaha.
tentang peraturan Daerah (Perda), maka masyarakat akan
memahami dan mentaat aturan-aturan vang ada dalam Peroa

tersebut, kKhususnya masalah-masalah parynan HO dan IMB



BAB
AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA
Dalam rangka upaya untuk . meningkalkan kinerja Kantor
Polisi Pamong Praja telah dilakukan beberapa terobosan yakni:
1. Penataan perscnil Polisi Pamong Fraja
2 Pendidikan dan latihan Polisi Pamong Praja
3 Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat
tentang Perda-perda yang adé
4, Evaluasi potensi perijiinan untuk mempercleh hasil yang rasional

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA
1. Capaian Kinerja
o Meningkatnya PAD dari sektor Pajak dan Retribusi daerah,
Karena adanya evaluas seluruh perusahaan
e Terpenuhinya target PAD dan sektor pajak dan Retribusi
Daerah, karena para pengusaha mulai memahami akan
xewajibannya.
¢ Terpeliharenya situasi masyarakal yang tertib, tentram dan
selall mentaatt segala bentuk peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Evaluasi Kinerja
o Munculnya sikap kekurangpedulian warga masyarakat ternadap
Peraturan Dasrah dan Kepulusan Kepala Daerah yang
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mengatur kearmanan, ketertiban dan keindahan lingkungan,
serta Peraturan dasrah dan Keputusan Kepala Daerah yang
menogatur 'entang pajak dan Retribus) Daerah

« Ketidakseimbangan antara volume tugas dengan jumiah personil
dan aktifitas menangani keamanan yang ada,;

» Mengatasi pengarus negatif dari salah mengartikan reformasi;

e Terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan meliputi
maobilitas sebagar alat pengangkut barang sitaan, serta peralatan
lain (periengkapan pakaian, pistol gas air mata).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mendukung operasional Polisi Parnong Praja, maka Tahun
Anggaran 2002 diperoleh dana sebagai berikut

TR b R R M T EE A = Rp. 76.925.000 -
e Pembekalan Pol PP, .....oooccccivin. = Rp - 25.000.000, -
o Sosiallsasiperijinan ... ... =Rp 30000.000 -

JUITIRR e e = Rp. 131.925,000,-

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1. Perlu adanya Kantor yang represintatif baik kwalitas maupun
kuwantitasnya yang menyangkut luas bangunan dan kelengkapan
peralatanya.
2 Perlu dilaksanakan Diklat daser Pol, PP sebagai persyaratan
anggota pol. PP.
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3. Menambah kelengkapan peralatan bag personi Pol. PP
secukupnya (pakaian lengkap. bersama atributnya, pistol
genggam/gas air mata, kendaraan roda 4 (empat) station sesual
Keprmendagri No. 10 Tahun 1998,

4. Perlu adanya penambahan anggota Pol PP yang mempunyar
kualfikasi PPINS.
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BAB IV
PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (LAKIFE) unit
kerja Kartor Polisi Pameng Praja Kabupaten Lamongan dibuat sebagai
wujud pertanggungjawahan pelaksanaan tugas pokok dan fungs: serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepada unit kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lamongan, beidasarkan sistem akuntabiitas kinerja  instansi
permerntah sebagaimana diatur dalam Instruksi Fresiden Republik

Indonesia Nomeor 7 Tahun 1999,

B. TINJAUAN KHUSUS
Bahwa teriepas darn kekurangan dan keberhasian seperti yang
telah disampaikan diatas, maka kiranya perlu dicarikan solust yang
terbalk. untuk ity periu adanya peningkatan-peningkatan yang meliputi
antara lain:
1. Alokas! dana yang memadal pada tahun anggaran 2003, hal n
sangat mendukung dalam rangka operasional Pol. PP;
2 Penambahan personil PPNS serta peningkatan kemampuan melalui
Diklat Pol PP dan Diklal PPNS;
3. Sarana dan prasaiana yang memadal guna mengopotimalkan tugas
Polisi Pamong Praja dalam menagakkan Peraturan Daerah;
4. Peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat masalah

legalitas perijinan,
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D. SARAN TINDAKLANJUT
Diharapkan dalam tahun-tahun benkutnya, kendala dan
permasalahan yang aihadapi dalam tahun anggaran 2002 in dapat
diladikan sebaca: bahan kajian dalam penyusunan perencanaan
strategik. Sehingga pelaksanaan kegiatan tshun berikutnya dapat
lebih optimal dalam pencapaian tuuan dan sasaran sebagaimana
yang ditetapkan, dengan menetapkan upaya-upaya pananggulangan
terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama

pelaksanaan kegiatan.

Lamongan, Julr 2002

L1S| PAMONG PRAJA

N LAMONGAN

KEPALA KANT

Y Orrm  Pembyfa
~ NP 010737 298



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR Z7 TAHUM 2000

TENTANG

ORGANISASI DAM TATA KERJA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Henimbang 4

*Mengingat

Menetapkan

LADUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN

bahwa dalem ranghka pelakeanasn ketentuan Pesal GB
ayat (1) Jndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintaisan Daerah, periu ditetapkan Peraturan
Dasrah Eobupaten Lamongan tentang Susunan Organi-
pasl dan Tata Kerja Kantor Polis! Pamong Praja
Eabupaten Lamongan.

§ oL

Undang-undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Propinsl Jswa Timur :

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah an Daerah :

. Undang-undang Nomor 25 Tshun 1999 tentang Perim-

bangan FKeuangan eantara Pemerintah Pusat don
Dasprah :

. Undang-undang Homor 43 Tahun 1999 tantang Peru-

bshan ateg Undang-undang Nomor A Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepsgawaian :

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinesi
Srbmgal Daarah Otonom,

. Peraturan Pemorintah Nomor B4 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organicasi Perangkat Daerah.

Dengan Pereecujuan

DEWAN FPERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN..

MEMUTUSKAR

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG JRGANI-

SASI DAN TATA KERJA EANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Pepsturan Daerah ini, vang dimakeud

dengan

a.

=

Pemerirtah Deserah, adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Dasrah Otonom yang lain sebagal Badan
Eksekutif Daerah ;

Kepsls Damrah, adalah Bupatl Lamongan ;

Wakil Eepals Daserah, adalah Waki) Bupati Lamong-
ALl

Sekretsrie Dasrah. adalah 3Sekretaris  Daerah
Kabupaten Lamongan

. Desentralieasi. adalah Penverahan wewanang

Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah

Otonom  dalam kerangka Negars Fesatuan Republik
Indonesia :

. Dteneml  Daereh adalah FKewenangan Daerah Otonom

untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyara-
kat ecetempat menurut prakarsa sendiri berda-
parkar agpirasl masya-rakat sesual dengan Per-
aturan Perundang-undangan :

. Dagrah Otonom, adalah Eabupaten Lamongan
. Perangkat Daerash. adalah Organisasi/Lembaga pada

Pemarintah Kabupaten vang bertanggunglawab
kepada Kepala Dasrah dan mombantu Kepala Daerah
dalam penvelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri
ntas Sekretaris Dasrah, Dinap Daerah dan Lembaga
Teknlis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

. Kentor. adalah FKantor Polisi Pamong Praja

Kabupsten Lamongan;

. Kepala Fantor, adalah Kepalae EKantor Poliel

Famong Praja Kabupaten Lamongan

BAB II
PEMBENTUXAN
Pasal 2

Pengan Peraturan Dasrsh inl dibentuk Crgani-

sanl dan Tata Herja Kentor Poliei Pemong Praje
Eabupaten Lamongan.
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BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 3

Hantor berkedudukan sesbagail unsur Penunjang

Pemerintsh Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Kantor

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah melalul Sekretaris Dasrah.

Pasal 4

(1) Eantor mempunyal tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan kewenangan Eabupaten di
bidane ketenteraman dan katertiban ;

({2) Dalam melakeanakan tugas sebagaimana dimakeud

pada

ayat (1). FEantor Polisi Pamong Praja

mempuryal fungeli :

a.

[ ]

perumuesan kebijskan dan pelaksansan pembi-
naan ketenteraman dan ketertiban ;

. Penyucunan rencana dnan  program koglatan

pembinaan ketenterman dan ketertliban ;

pelaksanoan pedoman dan petunjuk operasio-
nal penertiban Peraturan Dasrah dan Keputue

sn Kepala Deserah :

. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peratur

an Deserah, HKeputusan Kepala Dasrah dan
Pepaturan Perundang-undangan lainnya :

. pelaksanaan penertiban masyarakat dan

rengamanan, perijinan, pemeriksaan, penin-
dakan serta pengawalan dan kesamaptaan :

. palakesannan pengembangan kapasitas yang

weliputi pembinsan personil, ketatalaksana
An, earana dan prasarana kerja Folisl
Pamong Praja ;

. Polakeunean ketenteraman dan kstertihan

masyarakat scgual dengan program, pedoman
dan potunduk teknle :

pelakeanaan urusan ketatalakaanaan,
kerumah tanggasn, perlengkapan, kepegawaian
den keuvangan ;

. pelakpanaan tugasz-tugae lain yang diberikan

olzh Kepala Daerah seeual dengan tugas dan
fungsinya,



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal &

Kantor terdiri dari :
Kepala Kantor ;-
Sub Bagian Tata Usaha :
Seksi Pembinaan Umum dan Kesamaptean ;
Seksl Operael dan Pengamanan ;
5, Seksi Penyidikan dan Penindakan :
B. E=lompok Jabatan Fungsional.

d LD B e

Pasal &

Bagan Struktur Organisasi EKan:zor daloam
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupaken bagian
vang tidak terpiesahkan.

Pasal 7

Di lingkungan Kantor dapat ditempathkan
Pegawal MNegeri Sipil dalam Jabatan fungelonal
assual dengan Peraturan Perundang-undangan yang
barlaku,

BAB V
TATA KERJA

Fazal B

(1) Eepala HKantor. dalsm melaksanakan tugasnva
wa)ib  menerapkan koordinasi, Iintegrasi cdan
sinkronieasi, baik dalam lingkungan unit ker-
Janya maupun depngan unit kerda lainnya

(3) Betlap plopinan satuan organisasl dalam ling-
kungan Ksntor bertanggunglawab menimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
kimbingan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Puaanl S

(1) Kepala FKantor diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Dacrah
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(2) Kepala Sub Baglan Tata Usaha, Kepals Zekel
dapat diangkat dan diberhentiken oleh Sekre-
tariz Dasrah atag pelimpahsan kewenangan olsh
Kepala Daersh ;

{3) Kelompok  Jabatan Fungsional diangkst dan
diberhentikan se2eual dengan Perundang-indangan
yang berlaku.

Pasal 10

(1) Apabila teriadl! kekosongan Jabatan Eepals
Fantcr, maka Kepala Sub Bagilan Tata Usaha
melaksanakan tugas Kepala Kantor sampai dengan
ditetapkannya pejabat definitif oleh Hepala
Daarah ;

{2) Pmjabat definitif eebagalmana dimaksid pada
ayat (1) harus diangkat pelambat-lambatnya #
tenam) bulan eejak Kepala Sub Bagian Tata Usaha
ditunjuk gpebagai Pelaksana Harian Eepalas

Kantor.
BAB VI
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pengawaecan, pengurusan  dan pelayanan

administrasl Kepegawalan, Keuangan, Perlengkapan,
Keprotokolan, Feamanan dan lain-lain 4if lingkungan
Kantor diselenggarakan oleh Unit FKerda vang
barsanglutan.

Puasel 12
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk

pelakeanaan tugas, dlb=bankan @psada Anggaran
Pendapatan dan Belanis Dasrah.

BAB VI1
HETENTUAN LAIN-LAIRN DAN PENUTUP
Pamal 13

Rinclan tugas masing-masing Unit Kerla pada
Kantor rditetapkan denpan Keputusan Kepala Dacrah.



: & &
FPasal 14

Palam rangka peningkatan efisiensi eerta
afektivitas kinerja Kelembagaan Kantor, parlu
dilakukan evaluasl dan pengkaljian secara eekeama.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
ketentuan~ketentuan yvang |bertentangan dengan
Papaturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku,

Pasal 186

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerash inl sepanjang mengenal pelskeanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dasrah sesual
dengan Peratursn Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah in! mulai berlaku pade
tanggal diundanghkan,

Agar setisp orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini,  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten
Lamongan.

Di nndangkan gi
Pads tanggal <& dodeee Cor Lope

T EAMONGAN

mu”&- m cu.

DAERAH KABUP
N ATEN ,
OMOK 2./ 2 tAnuN 2 :‘Hﬂhﬂm

e
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BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

4.

ra

KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LaAMOUGAN.
behwa dalsm rangks pelskssnasn Persturan Daerah
Fzsbupaten Lamongan Homor 27 Tahun 2000 tentang
Organiesnsi dan Tats HerJja Kantor Poliei FPamong
Praja FKabupaten Lamongan. perlu adanya penja-
baran tugae pokok dan fungel

. behwa  penjfsbarsn tugas pokok | dan fungel

eshagsimana dimakszud konsideran huruf a, perlu
dltetapkan dengsn Kepubuzan Bupati,

. Unssng-undang HNomor 12 Tahun 1950 tentang ten-

tang Fembentukan Dsersh-dseprsh Fubupaten di
lirgkungan Fropinsi Jeawa Timur;

. ncang-undang Hoemoy 22 Tahun 1898 tantang

Femerintahsn Dascah:

. Undang-undang tomor 2% Tahun 1999 tentang

Ferimbangan Keuangsn sntars Pemerintah Pusat dan
bezyah;

. Uncang-undang lomor 43 Tahun 19989  tentang

Ferubshan stsa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1874
tartang Fokok-pokok Kepegawalan;

. Pevaturan Pemerintah Nomor 25 Tahur 2000 tentang

Eewenangan FPemerintah dan FKewsnangsn Proplinasi
Fekagei Dasrah Otonom;

» Feraturan Pemerintsh Nomor -84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Ocrganieael FPerangkst Dasrah;

Persturan Dasrah Fsbupstan Lamongan MNomor 27
Tahun Z000  tentang Oegsnlsssl dar Tata EKerls
Eantor Polizsi Psmcng Frajs Ksbupaten Lamongan.

HEMUTUSKAN :

: KEFUTUZAN BUPATI LAMOUGAH TENTANG KEDULUKAN. TUGAS
DAN

FUNGSI RANTOR FOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

LAMONGAN
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BAB 1
KETENTUAN UMM

Pasal 1
Dislam Hepurusan inl, ysng dimasksud dengan s

4. Hepals Dassrah adalsh Bupati Lamongen:

b. Wakil Repals Dasrah adalah Wskil  Bupatl
Lamangan:

. 3akretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupsten Lamongan; '

d. Perangkat Dasrah adslsh Crganisasi/Lembaga pada
Pemerintah Dserah yang bertanggung Jswab kepada
Fepsla Daerah dan membantu Hepala [asrah dalam
peayelenggarsan Pemerintahan, yang terdiri atas
Sekretaris [Daepah, [Wnas Daerah dan Lembaga
Teknie Dmarah,. Kecamatan dan Eelurshan; '

e. lantor, adslah FKantor Polisi Famong Fraja
Kabupaten Lamongsan ;

- f, Kepsla Kantor adalsh Kepala Kantor Polisi

Pamong Frals Esbupatsn Lamongan, .

BAB II
REDUDUEAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

Rantop berkadudukan gabagal Unsur Penunjang
Pemerintah Daerah ysng dipimpin oleh se#orana Kepala
Rantor © berada dibawah dan bertanggung)awab KkKepada
Eepals Daeral melalul Sskretavls Dasrsh,

I'tul@

1y Faprtor mempunysi tugss membantu Eepsls Dserah
dslam  penyelengisrasn kewensnger Kabupsten di
kidang ketentraman dan ketertlban :

(2) Dalam melaksanakan tugae sebagaimans  dimsksud
pada sayat (1), FKantor mempunyal fungei :

&, perumubsan kebijakan dan pelakesnaan pembl-
nasn ketentrams=n Jdan ketartiban ;

k. pRoyusunan rencana dan  program kegiatan
pembinasn ketentramsn dan ketertiban ;

#. palaksansasp pedoman dan petun)uk operasional
penertiban Feraturan Dserah dan EKeputusan
Fepsla Dssrah

d. pengawasan dan pelakeansan terhadap Peratu-
ran Dserah. Heputusan Kepals Deersh dan
Feraturvan Ferundang-undsngan lalnnys ;
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., pelakssnasn penertiban  masyarakat dan

pengamanan, parijinan, pemeriksaan,
penindak  an merta pengawalan dan  kesamap-
taan;

pelaksanaan pengembangan  kapaslitas yang
meliputl pembinsan  personil, ketatalsksa-
nasn, sarans dan prsssrana  kepjs Pollsi
Peamong Prajs:

. pelsksansan ketentraman . dan ketertiban

masarskat sesual dengsn program, ;
pelakssnaan uruasn kevatalakeansan, kerumah
tanggaan, perlengkapan, kepegawalan dan
KAnangan @

. pelaksansan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Fepals Dsersh sepusil dengsn tugas dan
fungeinys . ‘

EAE I11
SUSUNAN ORGANTSASI

Passil 4

Esntor taprdict dari

Espals ¥sntor :

Sub Bagisn Tats Ussha

Zeke! Paablnssn Unum dan Kesamaptaan:
Sekzl Operazt dan Fengamanan;

Sekal Penyldikan dun Penindalan;
Eeclompok Jabatan Fungsional.

B o s (0 D e

BEsgien Pertama
Kepals Kantor

FPaeal §

(1) KEepala HRantor mempunysi tugas melaksanakan
penyispan perumusan kebijsksanaan. koordinasi, -
pembinsasn, pengendalian dan pemberian bimbingan
Feinies biclang ketentramsan dsn ketertiban.

[alam melaksanakan tugzeas sebagainmana dimakeud
pacda syat (1), Kapals Kantor mempunyai funasi :

pAanrispan bahsn dan  pelaksanzan bimbingan
teknis spovasional FPembinsan Unum dan Kesa-
maptaan

. penyiapan bahan dan pélskssnsan bimbingan

teknle cperazional Operasi dan Pengamanan

. penyispan  kahsn dan  pelzksansan bimbingan

teknis gperselonsl Peyildiksn den Panindskan:

. pelak=ansasn tugas-tugas lain yang dibsrikan

aleh Heapals [aspsh,
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Esgian Kedua
Sub Bugisn Tsta lUsaha v

Eastl[?)

Subr Esgian Tats Usahs adalsh uneur etaf yang
dpimpin oleh seorang Xepala Sub Baglan Tata
Uzahs  bapkedudokan bersds dibawah dan ber-
tanggunglawab kepada FKepala Kantor :

Sut- Bsglan Tsts Usshs memgunysi tugas melakuken
penyispen balian perumusan kehijakeanaan., koor-
dinsei, pembinssn, pengendalian dan  pemberisan
biwbingan penyusunan program dan umam:

Delam  welakesansksn tugas sabageipsns dimsksud
pads ayst (2), Sub Bsaglsn Tats Usaha mempunyai
furnigei :

a. vengumpulan, penslashan dan anslisies serta
peaytadlan dets statistik dan informasi deslem
vangks penylapsn buhen parumpesn kebljaksa-
Na&n teknie, ksordinaei, « pembinaan,
pengendallian pemberisn Dbimbingan  taknis
peEnsusunsn prograsm. pengelolaan kepustakaan,
kehumassn. keuangen, rerlengkapan, ke-
p£gswalan, tsts ueahs, protokol dan' Rumah
Tangga: '

b. pengurusan adminlstrasi perumusan kebijaksa-
nsan  teknie, koordinssi, pembinsan den
vengandallsn program, pengelolaan kepusta-
kaan, kehumsesn, keuangan, perlengkapan,
kepegawalsn, tata usahs, protokel dan Rumah
Tangen!

. pelsgeanasan tugsz-tugas lain yang diberiksn
oleh Kepsls HKantor.

Bazlan Ketlga
Seke) Pembinassn Unum den Kesamsptaan

Paral 7

b Feket Pembinsan Uoum dsn  Kesamaprasn adalsh

unsuvr pelaksana teknie cperasionel Fanter vyang
dipimgin  oleh secrang Fepsla Seksi Pembinaan
Umum  den Keeamsptasn bevkeduduksan  berada
aibswah dan bertanggung jawab kepsads EKepals
Fantar.
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4

(2)

Seksi Pembinsan Usum dan Kesamaptaan mempunyai
tugas melakukan penylspen bansn perumusan kebi-
Jaksanssn  teknis opeérasional, koordinasi,
pembinaan. pengendalian dan pemberisn bimbingan
pengembangan kepasitaes pereonil, pengawslan dan
kesamesptaan.

Lelam melaksanskan tugss sebagsimana dimaksud
pads syat (2), S=kel Fembinesn Umum dan Keea-
maptasn mempunysl fung=l

8., pengomgalsn, penslsslian dan ansliels perts
venvaltian data statistik dan Informasl dalam
rangks penylispen bahen perumossn  kebilakas-
naan taknis. kscrdinas!, pembt inaan,
p=tig=ndnlisn., pembarian bimbingan teknie
b dang Pergembsngan Yepasitas Permonil.
Pengawslan dan Kesamsgtasn:

b, pensurusen tugss sperssicnal perumusan  kebi
iak=anmaan teknis. koordirasi, r=sbinaan dan
rengendalian dalam rangia penvelsepnggarasn
Fenzembangan Kspmeitas FPereonil. Fengawalan
dan Kasamaprasn ;

. pelakssansan tugase-tugas lsin yang dlberlkan
»leh Kapals E=antor.

_ Baglan Feempsat
Sekei Opersel dan Pengamansan

Pausnl 8

Seksl Uperasi dan Pengsmanan adalah uneur
pelakssna teknis operasicnal Kantor yang di-
pimpin oleh seorsng Kepala Seksi Operasi dan
Pengamanan  berkeduduksn berads dibawah dan

bertanggung Jawab kepads Kepala Kantor.

Sekei Operasl dan Fengamanan mempunysi tugas
me lakukan genylspan bahsn perumusan kebi)akes-
nasn teknle operssional, hkoordinasi. pembinasn.
pengendalian dan pemberian bimbingsn Penertiban
dan  Pengamanan masyaraka: ' eerta penegakan
Peraturan Deerah. ' ’

Dalam melaksanskan tugas a&bu:linnn; dimakeud
pada ayst (2), Sekei ﬂp-rnni dan Piﬂ‘lllnln

-mempunyal fungei : B

a. pensulrulln, penelashan dgn :nnllpia
i ponru&inn dats ntntlutikrdln 1nﬁnhlili
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2)

(3)

k. pengurusan tugas operasional perumusan kebi-
jaksanasn teknies, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian dalam rangka penyelenggaraan
penertiban dan pengamanan masyarakat serta
Penegakan Feraturan Dsersh; . '

. pengurusan tugas operasional pembinasan.
perigendalian dan bimbingan teknie
penyelenggarasn peridinan Gangguan (HO) dan
peridinen  Ussha lsinnya dslam rangks
Fatentraman dan Estertiban:

tl. pelsksansan tugas-tugses laln yang diberikan

oleh Hepzla Fantor.

s

Bagian Helima
S=kesl Penyldikan Jan Penindsksn

Fasal 8

fekel  Peanyidiken dan Penindakan adalah unsur
gelakesns teknie operssions] Kantor yang di-
plmpin oleh seovang Fepanls Sekel Fenvidikan dan
Feaindskan berkedvduksan bersds dibawah dan
bertanggung Jawab kepads Fepsla Eantor.

Seksl Penyidikan dan Penindskan mempunysai
tugaes  melakukan penyiapan bahan  perumusan
kebijsksansan teknies operasional, Ekoordinaei,
pembinsan. pengendalian dan pemberian bimbingan
Peenyidikan dan Penindakan,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimakeud

pada syst (Z), Sekel Penyidikan dan Fenindakan

mempunyai fungel : i

4. pengumpulan, penelashan dan analisis serta
penyajisn data statistik dan informasi dalam
rangka penylapan bahan psrumusan kebijaksa-
naan teknis, koordinaeil bildang Punwidtknn
dan Penindakan: '

b. pengurussn tugas apqrnstnnal perumusan htbi-
Jaksenaan teknile, koordinaei dalam rlnlkl
wmlnmum Penyidikan da.n Paninchkln

oleh ;hpnln Kantor.



Bagisn Feenam
Felompok Jabatan Fungeional

Pasal 11

Kelompok Jabstsn Fungaional mempunyai tugse melaku-
kan leglistan  sesval dengsn  bidang  jJabatan
fungsinal nssing-macing berdasarkan pAaraturan
perundang-undsngsn vang kerlaku,

1) Feiompok Jabatan Fungaiconal terdivl dapl se-
Jumian  Jskatan fungeionsl yani terbtagl dalem
berhegal kealompok Jzbaten fungsicnal sesuail
denzan bldang k=ahlisnnya,

O Muping-ma=ing kelompok fabatan fungslonal di-
koordinasikan olek Sabatan  fungeional esnlor
vang dituniuk olsh Fepsls Kantor.

t3) Jumlsh Jabstan fungeional =ebagaimsna dimakeud
daiam ayvat (1) ditentuvkan berdssarkan ketutuhan
dan beban keprjisa.

i4) Jenle dan Jentang labstun fungsional sebagaima-
ne dimeksud dslam ayst (1) distur sesuai dengan

peraturan perundsng-undangan yeng berlaku,

BAE IV
TATA KERJA

Paaal 13

Dalam melaksanakan tugaz. setlap pimpinan dan unit.
organisasi dan kelompok jsbatan fungeional wajib
menerapkan prinsip koordinsei, integrasi dan

einkronissei baik dalsm linghungsn ' maeing-msasing
msupun antar satuan srganisssi 4{ linnkum'ln unit
kerJa sesual dengan tugas maninl-mluini

PnanltLl v : 1k’ |-
ﬂsﬂw pimpinan satuan wnmt_
I.ﬁ%unnh;nnru nautn:—nuuinu dan

'-!J'E’J -
B o it
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ARED | : k2 ~Pasal 15

~‘Batinp piwim utm urmimbdﬂu un;tunnn

Komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordi-
nasikan bswahannya = masing-maeing dan memberikan

bimbingan serts petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tugae bawshan.

Pasal 18

Setiap  pimpinsn satuan organleasi wajib mengikutl
dan mematuhl petunivk-petunivk dasn  bertanggung
Jawsh kepsds stasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkals tepat pada waktunya.

Fasal 17

Setiap laporan yang diterims cleh pimpinan eatuan
organissnsi dsri bawshan, weiih diolsh dan dipergu-
nakan sebagai bshan untuk penyusunsn laporan lebih
lanjut dsn untuk nnnberikun petunjuk-pstunjuk
kepada bawahan,

Fasal 18

Dalsm menyampaikan laporan masing-masing kepsds
atasan tembusan lasporan wa)ib disampalkan pula

o g : . kepada setuan orgenissel lain yang secsrs fungei-

onal mempunyal hubungasn kerds,

. . BAR V \
EETENTUAN PENUTUP

R ! ; : A

Pasal 19 J
(1) Eeputusan ini mulai burlatu Fldu tnn:.nl dite-
i tapkan. o Fie
,(21 Mengumumkan Keputusan ini ¢a1:n Leibarun Daerah
,]i Kabupaten Lsmongean. _%.
e pry ,if, ; Ditetapkan f Lamongan
26 Pebruari 20&1

s I © “Pada tanggal
: A ‘IHBUPATEH LAMONGAN - nqpq 4;nunnunu




BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2002
TENTANG

URATAN JABATAN, URAIAN TUGAS DAN SYARAT JABATAN
STRUKTURAL DAN NON STRUKTURA. LINGKUP
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA ¥XABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Maengingat

Fa

—

BUPATT LAMONGAN

bahwa dengan telah dilaksanakannya analisis
jabatan pada Xantor Pelisi Pamong Praja Kabupa-

‘ten Lamongan di Tingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan, sarta guna meningkatkan kinarja
Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas di
bidang Pemerintahan dan Pembangunan, perlu
mererapkan Analisis Jabatar yarg menitikbaratkan
pada penyusunan klasifilkazi [abatan.
’
bahwa guna mencapai maksud can tujuan sebagai-
mana huruf a kenside-an lenimbang Keputusan ini,
dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Jabatan,
Uraian Tugas, dar Syara‘: Jzhatan-Struktural dan
Non Struktural lingkup “artor Polisi Pamong
Prajz Kabupaten Lavongan dergan meretapkan dalam
2]

Uadang-unaang Neme= *2 Takun 1950 tentang Pen-
bentukan Dazerah-caareh Kabupaten di l1ingkungan

-

Propinzi Jawa Timur

Undang~undang Nomer 22 Tahun 192989 tentang Peme-

.

=intzhan Dearah
Peraturan Pemerintak Nomor 285 Tzhun 2000 tentang
Kewenanganrn Pemerintah idan Kewenangan Propinsi

gaharnad Nasarah Ntanemi
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o O

Menatapkan

2

4. Keputusan Presiden Nomor <4 Tahun 1293 (entang
Teknik Panyusunan Peratu.sn  “orundang-undangan
dan Bentuk Sancaaigan wndang-dngang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan PRancangan Keputusan
Presiden ,

. Heputlusan Mentari Calar Negeri Nomer € Tahun
1982 ‘entang Prossdur Peaatapan Frouda-produk
Hulun 41 Ling! ur"an Cepartem:sr Dalam Neger?! ;

B. Kegutusan Menter: llegelu relwajyagunaan Aparatur
Kegara Nomor : S7/NENPAN/I2L2 tentang Pedoman
=Y uﬁ S ipgal aall Anaiiais <abaian ;

o Matiuhsi Menier: Dalam Negesi Nemor 16 Tahun
192¢ tentang Tata Cara Penila‘an Hasi]l Pelaksana
an  Analisis Jabatan d:  1ingkungan Departemen
valam Negeri

8, Peraturan Daerah Kaosupaten Lamongan Nemer 27
Tahun 200C tentang Organisasi dan Tatakerja

rantor Polisi Pamong Praja rabupaten Lameongan.

-

MEMUTUS KAN,

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTAMZ URAIAM JABATAN,
UJRAIAN TUGAS DAN SYARAT JAZ/ATAL STRUKTURAL DAN  NON
STRUKTURAL LINGKUP WANT2R PQLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN.

2zsal

ngan KMeputusan ini ditetapgkan Uraian
vabatan, Urafan Tusgas <¢an Syzrat Jabstan Struktura)
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LAMFPIRAN Keputusar Bupati Lamongan
Nomar : 02 Tahun 2002
Targgal : 17 Januari 2002

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POLIS! PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN
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BAGAN JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
PADA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
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KASI PEMBINAAN
& KESAMAPTAAN
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Perng. Data Perijinan
Polisi Pamong Praja;

kAs: operast ||
& PENMGAMANAN

- Pengadmin. Umum :
- Pergadnin.
- Pzngadmini. Keuangan ;
Bendaharawan Gaji ;

Yepegawaian ;

Daftar Gaji :

- 2zadaharawan Barang ;

= Penbantu Bendahara Xhusus
Pererima dan Penyetor ;

- Pramiy “anter @

= Papsemnudi.
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Polisi PamongPraja



RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2002 - 2006

-|

5 4 9

Vis1 MIS1 TUJUAN SASARAN
i 3 & | )
Terdepan dalam | 1. Memelihary 1 Terwujudnya 1. Meningkatkan kesiapsiagaan
menciptakan dan ketentrmman dan !  ketentaman masyarakat terhadap gangguan
memelihara ketertiban Jmum | masyarakat, tertib ketentraman dan ketertiban umum ;
ketentraman dan serta penegakan |  hukum dan tertib 2. Berkurangnys konflik sosial yang
ketertiban umum serta |  Peraturan sostal. mengganggu ketentraman
penegakan Peraturan Daerah dan masyarakat :
Daearh dan Persturan | peraturan 3 Berkurangnys aksi unjuk rasa yang
Pelaksanaannya. Pelaksanaannys . | mengarah kepada anarkhisme :
4. Meningkatnya kemampuan aparat
dalam mengantisipasi dan
| mendektesi secara dini berbagai
| gejolak sosial dan politik yang
dapat mengganggu ketentraman
dan ketertiban umum
2 Terwujudnya I. Berkurangnys pelanggaran Perda
penegakan Peraturan dan Peraturan Pelaksanaannya |
| Daerah dan 2. Meningkatnya
Peraturain ~ Baerah terhadap pelanggar Perda dan
tan Persturan |  peraturan Pelaksanaannya sesuai
Pelaksanaannya. dengan ketentuan yang berlaku.
| 3. Memberdayakan | 1. Terwujudnya Polisi | 1. Terpemuinys jumlsh Pol PP
Polisi  Pamong Pamong Praja yang sesuai  dengan  kebutuhin
prajs dan PPNS profesional dalam obyektif :
;mﬁmy . pelaksanaan tugas | 2, Meningkatrya koumemm Pol
b dafem PP sesuai dengan kualifikasi
pelaksanam tugas: | dibutuhkan untuk keburhmh-:
pelaksanan tugas ;

2. Terwujudnya FPNS
yang  profesional
dalam pelaksanaan
tugas.

d

Terwujudnya petunjuk teknis dan
pertunjuk pelaksanaan bagi Pol.
FP dalam palaksanaan tugas,

Terpenuhinya
sesual  dengan  kebutuhan
obyektif ;

Meningkatnya kompentensi PPNS
dibutuhlkan |

Terwujudnya petunjuk teknis dan |
pelaksanaan bagi PPNS dalam
pelaksanaan tugas.
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. Terwunjutniya sustem | |

keordinasi  Sunter
Pulisi Pamong pmua |
dengan Kewdim
terbak vilam
aemelthuz  tamtid
ot serta
penegakan  Perda | 2
dan perstian |
pelksanaannya

e s iy
3. Memberdayakan | 1. Terwujudnya [l Menwumnya periinku negauf
masy aukut ' kesadaran - musyarakat yang dapat memllk
menujuteratyud masyarakat  untuk kohesi sosial :
nyn kelertuman | memelihars 2 Berkembangnys nilai - nilsi
din kﬂemhml ketentraman  dun!  posotf kerukunan dan
wmuny, keteruban wowm &, penyelesain  masaiah  socars |
lingkungannys i mandiri dengan tidak
| menimbulkan masalsh bary
| 2 Terwujudnya |1 Meningkesave  pengadusn  dan
partisipasi laporan  masyaraicat  lenlang
moasvarakat  untuk | gangguan  ketentruman  dan
memelihara ketertivan umum
| ketentruman  dan | 2 Meningkatnys
| ketertiban | keterlibatan masyarokat di dalam
+ hinghungan penanganan  dan  pengendalian
dilimgkunganye. | eksi unjuk resa, kerusuhan dan
lein- lan yang mengganggy
! masalsh  ketentruman  dan
ketertiban wimum.

3. Terwujutnys ]'.! Tersebamyu lembuga -lembaga
| kemadinan swadays  masysrexal  untuk
! masvarakast  untuk memelthann  Ketentraman  dan

memel:har ketertiban
ketentraman  Jan | 2 Meningkataya penyelesaian
ketertiban umum di masalah  ketentraman  dan |
|' lingkungannya ketertiban oleh musyarakat sendin |
sooual dergan nile - nmilal dan
roma-narma yang berlaku,
4 Menjuiin 1, Terwujutnya sistem | | Tersusunnys  pedoman dun
kerjasuma dengan koordinasi  Nantor | mekanisme kerja sama dengan
dparst  pencgak | Pol PP dengan sparet penegak Hukum lainnya |
hukum dan aparai  penegak | mengena pemelbwazn tramtib |
instans: tcrL.auI hukun - lainnya | unum sens penegakan Perda
senta Lkoordinusy ' dalem mm-utmi dan persturan pelaksanaanys :
. dan kemitaan ;. tamub umum sena | 2. Meningkatnya koordinasi
| delam memelihare |  pebegakan  Perda perencanign dan  pelaksansan
termatid  wmum dan peraturan | dengan eparal penegak hukum
serta pmugai.m pelaksanswnnys. | lsinnye  dalam  pemelihoraan |
Perdu | truntib unum serte pmeunkm
pemturan Perda dan
pelaksanuunya pelaksanaunnya.

Tersusurmya pedoman  dan
mekanisme  kerjusama  dengan
Aparat terkuat dalam
pemelibaran  katenitraman dan |
ketertihan unium sertg | *
penegakan Perda dun perturan |
pelukganaannyn,

Meningkatnyn koardinasi
perencansan dan  pelaksansan
dengan Dinas terbaik  dalam
pemelinzraan  ketentraman  dan
Kelertiben umum serla
pl‘!illl‘ﬁktn Perda dan peraturan
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Terw ajulnys siviem
koordiment  Kantor

Pol F¥ dengan
Dinds Instans
lmnnya dalem
memnel i tramhh
mnmant sorta
penegnian Parda
dan
Pelaksansamnya

[
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.ﬁ1117

pembusiar metoda kepada Pol |
FP. Kecamatan .
Tersuruninys  pedoman  dan |

?

Merurngbuinys i
perencergan dan  pelaksanaan |
dergan Dinas / Instansi lain |
dalani  poseliharean  tamub |

Berkumngnys beturan  amtarz
Dings +  Instansi  dalam
implamentas:  Perda dan
paniluras pelaksanasnyn.
|
j
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Lampiran 2
Aencana Strateglk Pamerintah Kabupaten Lamongan Tahun 20022004
(Tahun ke 1 2002 sampai Tahun ke 5 2006)
Cam mencapai Tujuan [ Sasaman o
o Kegiatan _ ]
2002 2003 2004 2005 2006 |
| e 10 1 12 13 14
8. Penyelenggarman dar| 1. Peningkalan Sumber |1, Peningkatan Sumber 1. Peningkatan Sumbear 1, Peningkatan Sumber 1. Peningkatan Sumber i
peningkatan fasilitas Daya Manusla (SDM) Daya Manusia (SOM) Daya Manusia (SDM) Daya Manusia {SDM) Daya Manusia (SDM)
Otoda dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Pemberdaysan
e. Keteniraman dan Pol. PP. Pdl. PP. Pol. PP, Pol. PP. Pol. PP,
Keterliban 2. Sosialisasi perjinan |2, Sosialisasi perijinan, 2. Soslalisasi perijinan. 2 Sosialisas! pedjinan.

dan pembinaan peru -
sahaan

3. Pembinaan pedagang
Kaki ima (PK-5).

4. Operasi dan penertibar
ljin perusahaan.

5. Penyidikan dan penin
dakan bagi pelanggar
Parda.

3. pemblnaan perusahaan
dan pedagang kaki lima
{PK—5).

4. Cperasi dan penertiban
Perijinan

§. Operasl penindakan pe
langgaran Perda dan pe
raturan Pelaksanaan lain
nya.

3. pemblnaan perusahaan
dan pedagang kaki lima
{PK-5).

4. Operasi dan penertiban
Perijinan

5. Operasi penindakan pe
langgaran Perda dan pe
raturan Pelaksanaan lain
nya.

3. pembinaan perusahaan
dan pedagang kakl lima
{PK-5).

4, Dperasi dan peneriban
Ferijinan

5. Operasl penindakan pe
langgaran Perds dan pe
raturan Pelaksansan lain
nys.

2. Socslalisasi pefijinan,

3. pembinaan perusshaan
dan pedagang kaki lima
(PK=5),

4. Dperasi dan penertiban
FParijinan

5 Operasl penindakan pe
langgaran Perda dan pe
raturan Pelaksanaan lain
nya.




